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PUTUSAN
Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kdg

&0\ trE\IX, z
a5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal
ini menggunakan domisili elekteonik dengan
alamat email: XXXXX@gmail.com sebagai

Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam,
pekerjaan |bu Rumah Tangga, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi

Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan
pada harn itu juga dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PA.Kdg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa pada tanggal 05 September 2022 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di rumah penghulu di
XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tetapi
pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah
kakak kandung Termohon yang bernama XXXXX dikarenakan ayah kandung
Termohon telah meninggal dunia sebelum acara pernikahan dilaksanakan
dan mewakilkan kepada penghulu yang bemama XXXXX untuk menikahkan
Pemohon dan Termohon dan yang menjadi saksi masing-masing bernama
XXXXXh dan XXXXX serta terjadi ijab gabul yang berjalan lancar serta
dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dihadi orang
banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejaka dalam usia 32 (tiga
puluh dua tahun) dan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan
belas tahun);

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan
tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk
melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXX
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang
lebih 20 hari. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis,
akan tetapi sejak tanggal 12 September 2022 mulai terjadi perselisihan
antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan
laki-laki lain yang bemama XXXXX yang beralamat di daerah Hulu Sungai
Selatan, hal tersebut Pemohon ketahui dari informasi ibu kandung Termohon
dan berdasarkan pengakuan Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan

September 2022 disebabkan hal tersebut di atas, setelah kejadian tersebut
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Pemohon mentalak Termohon yang disaksikan oleh ibu kandung Pemohon
dan Termohon, kemudian Termohon pulang dan pergi ke rumah orang tua
Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Pemohon
dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan sampai dengan
sekarang;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan,
oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon; x

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon
(Termohon) yang dilaksanakan pada 05 September 2022 di XXXXX
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'l terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Kandangan;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah
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ditunjuk Nur Izzah, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai
Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Mei 2023 Pemohon
dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh
majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir
lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan
Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Kandangan

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di
persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha

tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah
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Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi
dalam perkara ini melalui mediator Nur Izzah, S.H.l., M.H. namun usaha

tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa setelah tahapan mediasi dilaksanakan, Pemohon
tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pemohon
tidak bersungguh-sungguh beracara dimuka persidangan, maka permohonan
Pemohon digugurkan dan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama

Kandangan untuk mencoret dari daftar perkara,;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan
pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2
Dzulga’dah 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 300.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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